BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang di lakukan di Lingkungan Kota Yogyakarta

1. Sebagaimana diketahui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri
Sipil.
Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaannya,
dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan percer.;:lian, wajib memperoleh
izin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian
dari suami/isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian
surat permintaan izin perceraian.
Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenang seperti
dalam hal menerima permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan

kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau
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Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar
dibentuk Tim Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dilingkungan masing-
masing. |
Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian
kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan ~ surat
pemberitahuap adanya gugatan.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan
keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak
permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat
keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil yang
brsangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah
menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh Pepawai

Negeri Sipil bawahannya.

. Dalam pelaksanaanya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya
terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dapat
menghindar, baik secara sengaja maupun tidak tidak sengaja terhadap
ketentuan tersebut.

Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan
menambah dan atau nengubah beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1983 tersebut.
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Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang
keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraiz-m,
larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian

yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

B. SARAN

1.

Diharapkan prosedur dalam Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Hendaknya lebih diperjelas dan disederhanakan serta dalam proses

pelaksanaan dipermudah
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